BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEAMPAR
NOMOR & TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Petunjuk Teknis Perenencanaan

Pembangunan Desa

Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom EKabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5495);

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran [Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturann Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tabun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73);

Peraturan Presiden Nomeor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



Menetapkan

10, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musvawarah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11, Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang HKewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2018
tentang  Pengelolaan Keuangan Desa ([Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14, Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);

15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Benta Daerah Kabupaten
Kampar Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal ]

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemernntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kampar.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan  oleh  pemerintah daerah dan  dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara



Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Kampar.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau vang disebut

10.

dengan nama lain, selanjutnya discbut Desa, adalah
kesatuan masvarakat hukum vang memiliki batas wilayah
vang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan,  kepentingan  masyvarakat — setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal wusul,
danfatau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan vang dimiliki Desa
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul,
kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemernntah Daerah Provinsi,
atauu  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  serta
kewenangan lain wvang ditugaskan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau vang disebut
dengan nama lain dibantu perangkatl Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemernntahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga vang melaksanakan fungsi
pemerintahan yvang angpotanya merupakan wakil dan
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga vang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra  pemerintah desa dalam — memberdayakan
masyarakat.



11;

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
vang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia,
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada,
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilavah/dacrah dalam jangka waktu
tertentu.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan  kehidupan untuk  sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan
kegiatan vang diselenggarakan oleh pemerintah Desa
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan desa.

Sistern Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana  pembangunan  dalam
jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara pemenntah desa, BPD, dan
masyarakat desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
De=sa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakat hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, atau yang
disebut nama lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yvang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa wvang didanai  oleh
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19,

20,

21.

22,

23.

24,

29,

26.

27.

28,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
vang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Janghka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu b6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat
RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemenntah Desa
kepada  Pemerintah Daerah  melalui mekanisme
perencanaan pembangunan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan
bagi Desa vang ditransfer melalui anggaran pendapatan
dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai
penvelenggaraan  pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Vigi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.



29,

30.

31,

32,

33,

34.

Kebijakan adalah arsh tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Desa untuk mencapail tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan olch pemerintah
desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
mayarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku
pembangunan di desa dapat mempengaruhi serta
membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif
pembangunan, keputusan serta pengalokasikan berbagai
sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat
desa.

Pembangunan  Partisipatilf adalah suatu  sistem
pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan
perdesaan yvang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan
mengedepankan  kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan
perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan  Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuail
dengan esensi  masalah dan prioritas  kebutuhan
masvarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian
dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif
masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi
terkait yang menggambarkan sccara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

.Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai

potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya
Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana
fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan vang dihadapi Desa.



36.

37,

38.

(1)

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak
dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Pagu Indikatuf Wilayah Kecamatan vyang selanjutnya
disingkat PIWK adalah sejumlah patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah
kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan
alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatf
melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan
kebutuhan dan prioritas program.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan vang diterima kabupaten/kota dalam
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus,

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Desa wyang diatur dalam
Peraturan Bupati ini diselenggarakan berdasarkan asas
Umum Penvelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi ;

a. asas Kepastan Hukum  yaitu asas yang
mengutamakan landasan  peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara pemerintahaanDesa;

b. asas Tertib Penyelenggaraan yaitu asas yang menjadi
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

c. asas kepentingan umum yaitu asas yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
vang aspiratif, akomodatil, dan selektf;

d. asas keterbukaan yaitu asas vang membuka din
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan negara dengan  tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan, dan rahasia negara;



e. asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban
Penyvelenggaraan Pemerintahan Desa;

f. asas Profesionalitas yaitu asas vang mengutamakan
keahlianyang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang- undangan; dan

g asas Akuntabilitas yaitu asas wvang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(2] Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis,
partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap
terhadap perubahan berdasarkan prinsip-prinsip :

a. kebersamaan yaitu  perencanaan pembangunan
desa dilaksanakan sccara bersama-sama antara
Pemerintahan Desa, Dunia Usaha, dan Lembaga
kemasyarakatan;

b. musyawarah mufakat vaitu perencanaan
pembangunan desa dilakukan dengan  musyawarah
dalam mencari jalan terbaik dalam proses
pengambilan  keputusan yang didasarkan ‘pada
pertimbangan  kemendesakan kebutuhan, asas
manfaat dan kemampuan masyarakat sendiri dalam
pengelolaan pekerjaan serta pelestariannya sechingga
musyawarah menjadi dialogis, egaliter, dan tanpa
tekanan;

c. desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dalam
perencanaan pernbangunan desa melalui Musrenbang
desa untuk secara mandiri dalam proses pengambilan
keputusan secara mandiri dan bebas dari tekanan
siapapun;

d. berkelanjutan yaitu perencanaan pembangunan
desa mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga
lahir tanggung jawab untuk Mmenjaga,
mendayagunakan, mempertahankan, dan
mengembangkan kelangsungan sistem perencanaan
pembangunan yang partisipatif, integratif, dan vang
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sesual | dengan sistemm  pembangunan reguler
(daerah);

berwawasan lingkungan yaitu PErENCcCANAAn
pembangunan desa memperhatikan aspek kelestarian
fungsi lingkungan hidup agar tetap lestarn dan
bermanfaat bagi masyarakat;

cfektif dan efisien yvaitu peérencanaan pembangunan
desa dalam proses Musrenbang Desa dan hasil-hasil
keputusannya dilaksanakan secara terbuka  dan
membuahkan  hasil sesuai kebutuhan warga
masyarakat dan dengan menggunakan sumber-
sumber daya vang ada seoptimal mungkin sehingga
terjadi optimalisasi fungsi pelayanan publik kepada
masyarakat termasuk yang berkaitan dengan akses
pendanaan  usulan  penganggaran APBD  untuk
kegiatan pembangunan masyarakat;

kesetaraan dan keadilan gender yaitu perencanaan
pembangunan desa  menjaga  kesefaraan dan
keadilan gender baik laki-laki dan perempuan
khususnya masyarakat miskin dalam setiap proses
pengambilan  keputusan  bahkan  prinsip ini
memberikan ruang yvang lebih atau berimbang bagi
peserta yang dirasa kurang mampu untuk
menyampaikan  pendapatnya  karena  sebagian
pendapatnya lebih penting dan mendasar;

. pemberdayaan yaitu perencanaan pembangunan
desa harus mendorong penguatan dan peningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun
kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan
melalui Musrenbang desa;

holistic yaitu perencanaan pembangunan desa
melalui  kegiatan Musrenbang artinya apa yang
menjadi pembahasan dan keputusan adalah wyang
terbaik bagi pembangunan masyarakat khususnya
masvarakat miskin/tersisihkan dan demi kemajuan
pembangunan di  tingkat desa, kecamatan, dan
kabupaten;

komitmen dan konsisten yaitu hasil-hasil keputusan
Musrenbang desa secara partisipatif tidak akan
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Tujuan

terjadi pengingkaran komitmen yang telah dilakukan
secara partisipatif bahkan menjaga mandat keputusan

musyawarah menjadi bagian yang terpenting;

. kearifan lokal wyaitu tatanan vang bermuara pada

nilai-nilai budaya lokal vang tercermin dalam kegiatan
musyvawarah/mufakat vang dilaksanakan oleh suatu
komunitas tertentu sesual dengan kebiasaannnya
dalam rangka menentukan suatu  kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan;

kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan
kemajuan desa yaitu perencanaan pembangunan
desa dapat meningkatkan  pertumbuhan dan
perkembangan desa namun demikia pertumbahan
dan perkembangan tersebut dilaksanakan secara adil
dan merata sehingga tidak terjadi ketimpangan antar

desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini adalah scbagai pedoman

perencanaan Pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa di
Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Perencanaan Pembangunan Dessa;
b. Penyusunan RPJM Desa;

.

Penyusunan RKP Desa; dan

d. Pemantauan dan Pengawasan Perencanaan Pembangunan

Desa.

BAB 11
PERENCANAAN FEMBANGUNAN DESA
Paszal 5

{1} Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan

Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu

pada Perencanaan Pembangunan Daerah.
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(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
Masyarakat Desa dengan semangat gotong royvong.

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa,

(4) Dalam  rangka ~ perencanaan dan pelaksanaan
Pembangunan Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2], Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah
Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah terkait.

(5) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau Pihak Ketiga.

(6) Camat wajib melakukan koordinasi pendampingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] diwilayahnya.,

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, mencakup bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat
Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan

mendesak Desa.

Pasal 7

(1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara
berjangka meliputi
a. RPJM Desa untuk jangksa waktu 6 {(enam) tahun; dan
b. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RPJM Desa dan RKP Desa scbagaimana dimaksud

pada avat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa,
Pasal 8

{1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa,
Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi :
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(2)

(3)

(1}

(2]

(3]

a. penyusunan RPJM Desa; dan

b. penyusunan RKP Desa,

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak pelantikan Kepala Desa.

REP Desa scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli
tahun berjalan.

BAB III
PENYUSUNAN RPJM DESA
Bagian Kesatu

Mekanisme Penyusunan
Pazal 9

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala

Desa, arah kebijakan Pembangunan Desa, serta rencana

kegiatan yang melipuh bidang:

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

o, pembinaan kemasyarakatan Desa,

d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak Desa.

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa

scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibag

dalam sub bidang :

a. penvelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
dan operasional pemerintahan Desa;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

c. administrasi kependudukan, pencatatan  sipil,
statistik, dan kearsipan;

d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan; dan

e. pertanahan,

Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa scbagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf b, dibagi dalam sub

bidang :
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(4]

()

(&)

(7

pendidikan;

keschatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang;
kawasan permukiman;

kehutanan dan lingkungan hidup;
perhubungan, komunikasi dan informatika;
energi dan sumber daya mineral; dan

me e TP

b

h. pariwisata

Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dibagi dalam sub bidang :

a. ketentraman,

b. ketertiban, dan pelindungan masyarakat;

c. kebudayaan dan kegamaan;

d. kepemudaan dan olah raga; dan

e. keclembagaan masyarakat

Bidang pemberdayaan masyarakat Desa scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibagi dalam

sub bidang :

a. perikanan;

b. pertanian dan peternakan;

c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga;

e, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;

f dukungan penanaman modal; dan

g. perdagangan dan perindustrian.

Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan

mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, dibagi dalam sub bidang :

a. penanggulangan bencana;

b. keadaan darurat; dan

c. keadaan mendesak.

Sub bidang sebagmimana dimaksud ayat (2 ) sampai

dengan ayat (6) dibagi dalam kegiatan-kegiatan.

Pasal 10

(1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPIM

Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

14



(2) Penyusunan RPJM Desa scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan dengan
mempertimbangkan  kondisi  objektif Desa
prioritas program dan kegiatan Daerah.

dan

(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan

pembangunan Daerah;
c. pengkajian keadaan Desa;

penyusunan rencana pembangunan Desa melalui

Musdes;

e, penyusunan rancangan RPJM Desa;

f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui

Musrenbang Desa; dan
g. penetapan RPJM Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pazal 11

(1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RPJM Desa.

{2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala Desa selaku Pembina;
b, Sekretaris Desa selaku Ketua;

¢, Ketua lembaga pemberdaya&an masyarakat selaku

Sckretaris; dan
4. Anggota yang berasal dari perangkat
lembaga pemberdayaan masyarakat,
Perberdayaan  Masyarakat Desa, dan
masyarakat lainnya.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Desa,
Kader

unsur

paling

sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas)

orang.
(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ay

mengikutsertakan keterwakilan perempuar.

at (1,

i t (1)
(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada aya {

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
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Pasal 12

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai
berikut:

a.

b
c.
d

11]

(2)
(3]

(4]

(1)

penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
pengkajian keadaan Desa;

penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Bagian Ketiga
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Pasal 13

Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah
kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a,

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan
program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan
Pembangunan Desa,

Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi
dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan
pembangunan Daerah,

Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-
kurangnya meliputi :

RPJMD;

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah;

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah;

®po oo

Pasal 14

Kegiatan penyelarasan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a, dilakukan dengan cara mendata dan
memilah rencana program dan kegiatan pembangunan
Daerah yang akan masuk ke Desa.
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(2]

(3]

(4]

(1)

(2]

(3]

()

(1)

Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang
penyelenggaraan  pemerintahan  Desa, pembangunan
Desa, pembinaan kemasvarakatan Desa, pemberdayaan
masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan
darurat dan mendesak Desa.

Hasil  pendataan dan  pemilahan sehagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam f{ormat
data rencana program dan kegiatan pembangunan yang
akan masuk ke Desa.

Data rencana program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3], menjadi lampiran hasil
pengkajian keadaan Desa.

Baman Keempat
Pengkajian Keadaan Desa
Pasal 15

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian
keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b,

Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbanghkan
kondisi objektif Desa.

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], meliputi kegiatan sebagai berikut:

a, penyelarasan data Desa;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] huruf ¢, menjadi bahan
masukan dalam Musdes dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:



(2]

{3)

4]

(5

(1)

(2]

(3

(1)

12}

a. pengambilan data dari dokumen data Desa;

b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,
sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial
budava yang ada di Desa.

Hasil penyelarasan data Desa scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa,
Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
Hasil penvelarasan data Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam
Musdes dalam rangka penyvusunan perencanaan

pembangunan Desa.
Pasal 17

Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3] huruf b, dilakukan untuk
menemukenali potensi dan peluang pendayvagunaan
sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi dasar bagi masvarakat dalam
merumuskan usulan rencana kegiatan,

Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi penyelenggaraan  pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 18

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (3} dilakukan secara partisipatii dengan
melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai
sumber data dan informasi.

Pelibatan masvarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan melalui musvawarah dusun
dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.



(3]

(4)

(1)

(2)

(3]

{4

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
antara lain:

tokoh adart;

tokoh agama;

tokoh masyarakat

tokoh pendidikan

kelompok tani

kelompok nelayvan;

kelompok perajin;

FmoMoe pD g

kelompok perempuan;
kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

=
H

kelompok masyarakat miskin;dan

P S

kelompok-kelompok masyarakat lain  sesual dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan
terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah
khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat [2).

Pasal 19

Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (3), dilakukan dengan cara diskusi kelompok
secara terarah.

Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan
bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk
menggali gagasan masyarakat.

Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka
meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam
penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
{2). Tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat
kerja lainnya vang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan masyarakat Desa,

b



Pasal 20

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan
rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan
usulan rencana kegatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19.

{2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi wusulan rencana kegiatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil
pengkajian keadaan Desa.

Pasal 21

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil
pengkajian keadaan Desa.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara.
(3] Berita Acara sebagaimana dimaksud pada avat (2},
dilampiri dokumen :
a. data Desa vang sudah disclaraskan;
b. data rencana program Pembangunan Daerah yang
akan masuk ke Desa;
¢, data rencana program pembangunan |kawasan
perdesaan; dan
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan
Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 22

(1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada
Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.

|2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah
menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa
melalui Musdes.
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(1)

(2)

(1)

(<)

3)

Bagian Kelima
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa
melalui Musyawarah Desa
Pasal 23

BPD menvelenggarakan Musdes berdasarkan laporan
hasil pengkajian keadaan desa.

Musdes sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari
Kepala Desa.

Pasal 24

Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,

membahas dan menyepakati sebagai berikut;

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang
dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan

¢. rencana prioriias kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan
masyarakat Desa dan penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan mendesak Desa,

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana

dimaksud pada avat (1) huraf ¢, dilakukan dengan

diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan

bidang penyelengegaraan Pemenntahan Desa,

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan

bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2}, membahas sebagai benkut :

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6
{enam) tahun;

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan
Desa; dan

d. rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Desa, unsur masyarakat
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3]

(1)

Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama

Desa dengan pihak ketiga.
Pasal 25

Hasil kesepakatan dalam Musdes sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, dituangkan dalam Berita Acara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun
EPJM Desa.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Pasal 26

Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM
Desa Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan
RPJM Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25.

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format dokumen rancangan RPJM
Desa.

Tim penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara
tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang
dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagzimana
dimaksud pada ayat {2).

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
disampaikan olech Tim penyusun RPJM Desa kepada
Kepala Desa.

Sistimatika dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran
yvang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan

bupati ini.

Pasal 27

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM
Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
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(2]

13)

(1]

(2]

(3)

et

Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan
berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa
belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud pada avat (1).

Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui ocleh
Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalu
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 28

Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang
diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan
RPJM Desa.

Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, diikuti oleh Pemeriniah Desa, BPD dan unsur
masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2],
terdiri atas :

tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajing

I N O

perwakilan kelompok perempuan;

(="
n

perwakilan  kelompok pemerhati dan  pelindungan
anak; dan

j- perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain  unsur masyarakat sebagaimana dimaksud
pada avat (3}, Musrenbang Desa dapat melibatkan

unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial

budaya masyarakat.
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(1)

(2)

(L)

(<]

(3]

(4]

(1)

(2]

Pasal 29

Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
Hasil kesepakatan Musrenbang Desa schagaimana
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa
Pasal 30

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM
Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM
Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa
tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa
tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan
disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 31

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan
sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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BAB IV
PENYUSUNAN RKP DESA
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan RKP Desa
Pasal 32

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai
penjabaran RPJM Desa.

{2} RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan
informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan
pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

(3) RKP Desa tahun berikutnya mulai disusun oleh
Pemerintah Desa pada bulan Juli dan ditetapkan
dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan,

(4} RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 33

(1) Kepala Desa  menyusun REFP Desa  dengan
mengikutsertakan masyarakat Desa.
(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
a. penyusunan perencanaan Pembangunan Desa melalui
Musdes;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa:
c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Desa:

d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

£. penyusunan rancangan RKP Desa:

f. penvusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;
g. penetapan RKP Desa;

h, perubahan RKP Desa; dan

pengajuan daftar usulan RKP Desa,

(=1
"
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Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 34

(1) Kepala Desa membentuk Tim penyusun RKFP Desa,
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kepala Desa selaku Pembina;
b. seckretaris Desa selaku Ketua;
c. ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai
Sckretans; dan
d. anggota yang meliputi : Perangkat Desa, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit ¥ (tujuh) dan paling banyak 11 {sebelas) orang.
(4] Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
(5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan
paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
[B) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

Pasal 35

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai

berikut :

a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan
program/ kegiatan masuk ke Desa;

b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

¢, penyusunan rancangan RKP Desa; dan

d. penvusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Melalui Musdes
Pasal 36

(1) BPD  menyelenggarakan  Musdes  dalam rangka
penyusunan rencana Pembangunan Desa.
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(2]

(3]

(L)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2]

Hasil Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi pedoman bagi Pemenntah Desa menyusun
rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa.
BPD menyelenggarakan Musdes sebagaimana dimaksud
ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 37

Musdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. mencermafi ulang dokumen RPJM Desa;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM
Desa; dan

e, membentuk tim verifikasi sesual dengan jenis kegiatan
dan keahlian yang dibutuhkan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huraf

¢, dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau

Perangkat Daerah terkait.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam Berita Acara.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menjadi pedomann Kepala Desa dalam menyusun RKP

Desa.

Bagan Kecmpat
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan
Penyelarasan Program/Kegatan Masuk ke Desa
Pasal 38

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah

tentang :

a. pagu indikatif Desa; dan

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk
ke Desa.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterima Kepala Desa dari Dacrah paling lambat bulan

Juli setiap tahun berjalan,



(1)

(2]

(3]

(4)

1)

(1)

Pasal 39

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu

indikatif Desa sebagmimana dimaksud dalam Pasal 38,

yvang meliputi :

a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana Alokasi Dana Desa (ADD) perimbangan yvang
diterima Daerah;

c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah; dan

d. rencana bantuan keuangan dari APBD  Provinsi
dan/atau APBD Daerah.

Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan

rencana program [/ kegiatan yang masuk ke Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), vang meliputi :

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
Rencana  program  dan  kegiatan  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;

c. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan kedalam format kegiatan pembangunan yang

masuk ke Desa,

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud

pada avat (3] dan hasil penyelarasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), tim penyusun RKP Desa

menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa

yvang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 40
Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala
Desa dalam hal terjadi  keterlambatan penyampaian

informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 avat (1).
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(2

1)

(1)

(<]

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada
Pemerintah Desa dalam  percepatan pelaksanaan
PETCNCANAAN pembangunan sebagai dampak
keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] untuk memastikan APB Desa
ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagan Kelima
Pencermatan Ulang RPJM Desa
Pasal 41

Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas
usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1
(satu) tahun anggaran  berikutnya sebagaimana
tercantum dalam dokumen RPJM Desa,

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Desa dalam
menyusun rancangan RKP Desa.

Bagian Keenam
Penyusunan Rancangan RKP Desa
Pasal 42

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada :

a.
b.

hasil kesepakatan Musdes;
pagu indikatif Desa;

c. pendapatan asli Desa;

. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah;

. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

hasil kesepalatan kerjasama antar Desa; dan

hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
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Pasal 43

(1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan
Pelaksana Kegiatan Desa berdasarkan bidang tugas
masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

(2) Pelaksana kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang-kurangnya meliputi:

a. ketus;

b. sekretaris;
bendahara; dan

d. anggota pelaksana.

Pasal 44

{1} Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian :

a, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa
yvang dikelola oleh Desa;

¢. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa
vang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan
pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemenintah Daerah; dan

e. pelaksana kegiatan Desa vang terdiri atas unsur
perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa,

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga
ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk
dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat [1).

(3) Tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur
schagaimana dimaksud pada avat (2), dapat berasal dan
warga masyarakat Desa, perangkat daerah vyang
membidangl pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga
pendamping profesional.

(4} Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1], dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

an



(1)

(2]

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 45

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44, dilampiri rencana keglatan dan Rencana Anggaran
Biaya.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama
antar Desa disusun dan disepakati bersama para
Kepala Desa yang melakukan kerjasama antar Desa.
Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan
Infrastruktur Desa dilengkapt dengan Desaign sederhana
yang sesuai dengan specifikasi teknis

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim
Verifikast

Pasal 46

Pemerintah Desa dapat mengusulkan  prioritas
program dan Kegiatan pembangunan Desa dan
pembangunan kawasan perdesaan kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah.

Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas
program dan kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Usulan prioritas program dan kegiatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1] dituangkan dalam rancangan
daftar usulan RKP Desa.

Rancangan daftar wusulan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3}, menjadi lampiran berita acara
laporan tim penyusun rancangan REP Desa.

Pasal 47

Tim penvusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang
hasil penyvusunan rancangan REKP Desa yang dilampin
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(]

(3]

(1)

(<)

(2]

(1)

(]

(3]

dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar
usulan RKP Desa,

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh Tim penyusun RKP Desa kepada Kepala
Desa.

Sistimatika dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran
vang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan
bupati ini ;

Pasal 48

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa
untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan REP
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal Kepala Desa telah menyetujul
rancangan RKFP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Musrenbang Desa
Pasal 49

Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang
diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan
EKP Desa.

Musrenbang Desa scbagaimana dimaksud pada ayat
{1} diitkuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur
masyarakat,

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat (2)
terdiri atas .

tokoh adat;

tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

ap g P

m

perwakilan kelompok tani,

|

perwakilan kelompok nelayan;
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perwakilan kelompok perajin;

Lo

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan
anak; dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin,

k. Kader pembangunan manusia (KPM)

(4} Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud

(1]

(2]

(3]

pada ayat (3), Musrenbang Desa dapat melibatkan
unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RKP Desa
Pasal 50

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa, pelaksanaan  pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan
masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan
darurat dan mendesak Desa.
Rancangan RKP Desa scbagaimana dimaksud pada
ayat(1l), berisiprioritas program dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatil Desa;
b. pendapatan asli Desa;
c. swadaya masyarakat Desa;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi,
dan/atau pemerintah daerah.
Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan
penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa vang
meliputi ;
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan

dasar;
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(1)

(2]

(3

14)

(5]

(1)

¢. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan
sumber daya lokal yang tersedia;

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomyi;

[. pendayagunaan sumber daya alam;

g. pelestarian adat istiadal dan sosial budaya Desa;

h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman
masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat
Desa; dan

i. peningkatan kapasitas masvarakat dan lembaga
kemasyvarakatan Desa.

Pasal 51

Hasil kesepakatan Musrenbang Desa scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 50, dituangkan dalam Berita
Acara,

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa
melakukan perbaikan dokumenrancangan REKP  Desa
berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hasil perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
schbagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran
Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa
tentang RKP Desa sebapgaimana dimaksud pada avat (3).
Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4], dibahas dan
disepakati bersama olch Kepala Desa dan BPD untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 52

RKP Desa dapat diubah dalam hal ;

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan
sosial yang berkepanjangan; atau
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(2]

(2}

(L)

(2]

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Dacrah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah.

Dalam hal terjadi perubshan RKP Desa dikarenakan

terjadi  peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) buruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan
sebagai berikut ;

a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang
mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian
khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam REKP
Desa yang terkena dampak terjadinya peristiva
khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yvang disertal rencana
kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan

perubahan mendasar atas kebijakan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huraf b, Kepala Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar
atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP
Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan
mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah:

C. menyusun rancangan kegiatan yvang disertai rencana
kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 53

Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa yang
diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan
dan penyepakatan perubahan RKP Desa scbagaimana
vang dimaksud dalam Pasal 52,

Penyelenggaraan  Musrenbang Desa  schagaimana
dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya
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peristiwa khusus dan/fatau terjadinya perubahan
mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
(3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Praturan Desa
tentang RKP Desa perubahan.
(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
sechagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB V
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melakukan
upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan
dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan pembangunan Desa  yvang dilakukan SECAra
partisipatif oleh masyarakat Desa.

(3] Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan  penyusuan
perencanaan Desa scbagaimana dimaksud pada ayvat (2),
menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam
rangka pclaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 55

1) Pemantauan perencanaan pembangunan Desa oleh
masyarakat Desa dilakukan dengan cara menilai
penyvusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

(2) Hasil pemantavan perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
format hasil pemantauan perencanaan pembangunan

Desa,
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Pasal 56

(1) Bupati melakukan pemantauan dan  pengawasan

perencanaan pembangunan Desa dengan cara :

4. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan

pembangunan Desa;

mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan
Perencanan pembangunan Desa;

menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik
terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;dan

. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah

Desa.

(2) Dalam  hal terjadi keterlambatan  perencanaan

pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

scbagai akibat ketidakmampuan dan/atau  kelalaian

pemerintah Desa, Bupati melakukan:

a.
b.

menerbitkan surat peringatan kepada kepala Desa;
membina dan mendampingi pemerintah desa dalam
hal mempercepat perencanaan pembangunan  desa
untulk memastikan APB Desa ditetapkan 31
Desember tahun berjalan; dan

membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam
hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa
untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai

peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Kegiatann dan Format perencanaan pembangunan Desa
tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

(1) Pada saat Peraturan Bupat ini berlaku, REP Desa yang
sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan

sampai dengan berakhir masa berlakunya.

37



(2} Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RF.JM Desa yang
sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai
dengan tahun 2019, dan untuk selanjutnya disesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Dacrah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 28 MNovernba~ 209

ﬁ Ew
"Lg-bh flL CATUR UGEJG Usmm} i

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2@ November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

e
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BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR &
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